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TANGGAL Ry :
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SEKRETARIAT Y AN 1dreoi0 200112 1 004
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN JUDUL SOP PENGUMUMAN INFORMAS| PUBLIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2013

4, Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010
5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017
6. Perki Nomor 1 Tahun 2021

1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID
2. Memiliki Kemampuan pelayanan Publik

3. menguasai peraturan perundang undangan Keterbukaan Informasi

KETERKAITAN :

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1. SOP Akurasi Penyampaia Informasi Publik

1. Lembar kerja dan Rencana Kerja
2. ATK
3. Jaringan Internet

4, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pelaksana proses ini fidak dilakukan maka akan tidak lancarnya fasilitasi sengketa informasi publik

1. Disimpan dalan Soffcopy dan Hardcopy




STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

Pendukung

Petugas PPID

KELENGKAPAN

WAKTU

OuTPUT

Ket

Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang
menguasai  informasi  publk  untuk
diklasifikasikan,dikelompokan dan  diolah
menjadi dokumen publik

- —

Dokumen informasi publik
sesuai dengan SK daftar
informasi publik yang
telah disahkan

Tentatif

Publikasi informasi Publik

1. Wajib memperhatikan aksebiltasi bagi
penyandang disabiltas. 2. Wajib
menggunakan bahasa yang baik dan
benar,mudah
dipahami,mempertimbangkan
penggunaan bahasa yang digunakan
penduduk setempat.

Melakukan review dan verifikasi terhadap
data dan informasi yang telah dikumpulkan
untuk selanjutnya diklasifikasi menjadi
informasi yang waijib di
umumkan,berkala,serta merta dan setiap saat

Konsep konten informasi
publik

Tentatif

Konten informasi publik

Menyebaranluas melalui papan
pengumuman ,lamaran sosisal PPID
dan / atau badan publik,portal satu data
dan aplikasi berbasis teknologi
informasi. Penyebariuasan wajib
memperhatikan aksesbilitas bagi
penyandang disabilitas paling sedikit
dilengkapi dengan audio,visual dan
braille




